
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, J1. Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
I'e lp. (021) 5704501 - 04, Faksimilc : (021) 5738732

19 Desember 2012
Nomor	 : S. 924 /Menhut-VI/BIKPHH/2012
Sifat	 : Segera
Lampiran	 : 1 (satu) Lembar
Hal	 : Pelayanan Penerbitan SKSKB Terhadap Pemegang IUPHHK-HT

Yang Belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan

Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
Pejabat Penagih SPP-GR;
Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB).

SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Penggantian
Nilai Tegakan (PNT) dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka
pembangunan hutan tanaman, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
41/P/HUM/2011 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tanggal 10 Maret 2011 dan
Nomor P.65/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009, telah diterbitkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan Nomor SE.02/Menhut-
VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai
Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) Yang Melaksanakan Kegiatan Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan
Hutan Tanaman; yang intinya bahwa :

Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan
tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal
8 Pebruari 2012, dikenakan kewajiban PNT dan wajib dilunasi oleh Pemegang IUPHHK-
HT;

Produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan
tanaman yang disahkan pada periode terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai
dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT, tidak
dikenakan kewajiban PNT;

c. Pelayanan penerbitan SKSKB dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HT yang telah
melunasi PSDH, DR dan PNT atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode
tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012; dan Pemegang
IUPHHK-HT yang telah melunasi PSDH dan DR atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan
pada periode sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT.



Dalam perkembangannya terjadi stagnasi pembayaran PNT yang disebabkan oleh
menurunnya kemampuan keuangan Pemegang IUPHHK-HT dalam melunasi tagihan PNT
sekaligus, sehingga mengakibatkan tidak/belum dapat terpungutnya pembayaran PNT oleh
Pemegang IUPHHK-HT dan terhentinya pelayanan SKSKB.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka guna menghindari terjadinya potensi
kerugian negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban PNT dan menurunnya kualitas kayu,
serta dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang mengedepankan prinsip pro-
job, pro-poor, pro-growth, pro-environment, dengan ini kami minta kepada Kepala Dinas
Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
Kehutanan, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Pejabat Penagih SPP-
GR, dan Pejabat Penerbit SKSKB, agar :

Melakukan penghitungan kewajiban pembayaran PNT dan melakukan penagihan PNT
atas dasar hasil penghitungan tersebut terhadap seluruh Pemegang IUPHHK-HT di
wilayah kerjanya atas produksi kayu bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka
pembangunan hutan tanaman yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009
s.d. tanggal 8 Februari 2012;

Membatalkan penagihan PNT yang telah diterbitkan terhadap pemegang IUPHHK-HT
atas produksi kayu ,bulat dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan
hutan tanaman yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai
dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT;

Terhadap penagihan PNT kepada Pemegang IUPHHK-HT atas produksi kayu bulat hasil
kegiatan penyiapan la.han dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang disahkan
pada periode sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT yang telah dilakukan pembayaran,
dapat dilakukan pengembalian kepada Pemegang IUPHHK-HT yang bersangkutan atau
dikompensasikan terhadap kewajiban pembayaran PNT periode berikutnya yang
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memberikan pelayanan penerbitan dokumen SKSKB terhadap Pemegang IUPHHK-HT
yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan
tanaman dan belum melunasi PNT, dengan persyaratan yang harus dipenuhi :

Pemegang IUPHHK-HT telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR;

Pemegang IUPHHK-HT wajib membuat surat pernyataan pengakuan hutang PNT
yang dibuat di hadapan notaris, yang berisi kesanggupan melunasi hutang PNT dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum melunasi
hutang PNT; surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pemegang IUPHHK-HT
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, dan
tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi
Kehutanan, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;

Pelayanan penerbitan SKSKB untuk pengangkutan kayu bulat periode pertama dapat
diberikan apabila Pemegang IUPHHK-HT telah membayar PNT sekurang-kurangnya
sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah PNT yang terutang;

Pelayanan penerbitan SKSKB untuk pengangkutan kayu bulat periode berikutnya
dapat diberikan kembali apabila Pemegang IUPHHK-HT telah membayar kembali
PNT sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah PNT yang
terutang;



Jumlah kayu bulat yang dapat diangkut pada penerbitan SKSKB periode pertama
dan SKSKB periode berikutnya adalah sebesar angka prosentase pembayaran PNT
pada periode yang bersangkutan dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam Laporan
Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada saat akan diterbitkannya SKSKB; misalnya
pembayaran PNT periode pertama sebesar 20 % dari jumlah PNT yang terutang
maka kayu bulat yang dapat diangkut pada periode pertama adalah sebanyak 20 °/0
dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB;
selanjuntya apabila pembayaran PNT periode berikutya sebesar 10 % maka kayu
bulat yang dapat diangkut pada periode tersebut adalah sebanyak 10 % dikalikan
jumlah stock kayu bulat dalam LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB; simulasi
skema pelayanan penerbitan SKSKB terhadap Pemegang IUPHHK-HT yang
melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan
tanaman dan belum melunasi PNT sebagaimana terlampir;

Dalam hal setelah diterbitkannya SKSKB periode pertama, Pemegang IUPHHK-HT
telah melunasi seluruh PNT yang terutang, maka kepada yang bersangkutan dapat
diberikan pelayanan penerbitan SKSKB sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi Kehutanan, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi,
diminta agar melakukan monitoring pelaksanaan penagihan dan pembayaran PNT serta
pelayanan penerbitan SKSKB sebagaimana tersebut di atas sesuai tugas pokok dan
kewenangannya masing-masing, serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

ie. Bairithang Hendroyono, MM.
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :
Gubernur di seluruh Indonesia;
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

3. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.



KE-0 KE-1 KE-2 KE-3 KE-4,5,6,7,8 KE-9 (LUNAS)

JUMLAH BAYAR 20 % BAYAR 10 °/0 BAYAR 10 % PEMBAYARAN BAYAR 10 %
KEWAJIBAN PNT DAN

BAYAR PNT Rp2 MILYAR Rpl MILYAR Rpl MILYAR PELAYANAN Rpl MILYAR
Rp10 PENERBITAN

MILYAR SKSKB SERTA
JUMLAH KB

YANG DAPAT
DIANGKUT

SAMA DENGAN

ASUMSI STOCK
KB DI LMKB

15.000,00 M3

ASUMSI STOCK
KB DI LMKB

12.000,00 M3

ASUMSI ADA
PENAMBAHAN DARI

LHP SEHINGGA
STOCK KB DI LMKB

ASUMSI ADA
PENAMBAHAN DARI

LHP SEHINGGA STOCK
KB DI LMKB

16.000.00 M3 TAHAP KE-2 20.000,00 M3
DAN KE-3

TERBIT SKSKB TERBIT SKSKB
JUMLAH KB 20 % JUMLAH KB 10 0/0 TERBIT SKSKB TERBIT SKSKB
DARI STOCK DI DART STOCK DI JUMLAH KB 10 % JUMLAH KB 10 %

LMKB = LMKB = DART STOCK DI DARI STOCK DI LMKB
3.000,00 M3 1.200,00 M3 LMKB =

1.600,00 M3 2.000,00 M3

Lampiran Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan

Nomor	 : S. 924	 /Menhut-VI/BIKPHH/2012
Tanggal	 19	 Desember 2012

SIMULASI SKEMA PELAYANAN PENERBITAN SKSKB TERHADAP PEMEGANG IUPHHK-HT YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DAN BELUM MELUNASI PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN

IKE I ERANGAN : 

Pembayaran PNT tahap pertama sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari jumlah total kewajiban pembayaran PNT, dan pembayaran PNT tahap
berikutnya sekurang-kurangnya sebesar 10 % sampai lunas;
Jumlah kayu bulat yang dapat diangkut pada penerbitan SKSKB periode pertama dan SKSKB periode berikutnya adalah sebesar angka prosentase
pembayaran PNT pada periode yang bersangkutan dikalikan jumlah stock kayu bulat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada saat akan
diterbitkannya SKSKB;

3. Stock kayu bulat di LMKB pada saat akan diterbitkan SKSKB adalah stock kayu bulat mengikuti penambahan dari LHP-KB dan pengurangan
dengan SKSKB.
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